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BAB IV
PENUTUP

1. Kesimpulan

1.1. Perjalanan dari KUHAP sejak tahun 1981 sampai sekarang mulai
tampak celah — celah hukum dalam KUHAP sehinga menyebabkan
terjadinya ketidaksinkronan ketentuan — ketentuan dalam KUHAP
khususnya dalam pemeriksaan sidang di pengadilan dengan praktik di

lapangan.

1.2. Akibat dari penyimpangan dalam pemeriksaan sidang di Pengadilan
Negeri adalah berpengaruh terhadap putusan hakim seperti dalam
pelaksanaan proses bantuan hukum terhadap Terdakwa yang tercantum
dalam pasal 56 KUHAP apabila tidak dilakukan secara konsekuen
menurut ketentuan Undang — undang akan berdampak pada putusan
hakim karena proses peradilan tidak sesuai dengan hukum acara dan
konsep Miranda Rule. Berdasar pada putusan MA no. 1565 K/Pid/1991
yang menyatakan secara umum apabila penyidik tidak menunjuk
penasehat hukum bagi Tersangka sejak awal penyidikan maka
Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima. Ketidaklengkapan
majelis hakim dalam sebuah persidangan dapat menyebabkan putusan
batal demi hokum. Selain itu bahwa Proses pemeriksaan di
persidangan yang selesai dalam waktu satu hari tidak bertentangan

dengan salah satu asas dalam KUHAP yaitu asas peradilan cepat,
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Sederhana, dan biaya ringan. Akan tetapi apabila sidang selesai dalam
waktu satu hari terdapat kemungkinan cacat prosedural karena tidak
ada jeda waktu bagi Panitera untuk membuat salinan putusan untuk
ditandatangani oleh majelis hakim dan pelanggaran ini menurut pasal
197 ayat 1 KUHAP dapat menyebabkan putusan Batal demi Hukum
dan tindakan hakim yang mengangkat telepon atau SMS waktu sidang
sedang berlangsung adalah melanggar Kode Etik hakim khususnya
pada pasal 3 dan 4 Kode Etik Hakim IKAHI (Tkatan Hakim Indonesia).
Akan tetapi perbuatan hakim tersebut tidak berpengaruh terhadap

putusan hanya berpengaruh kepada personal hakim yang bersangkutan.
2. Saran

2.1. Perlu adanya penambahan pasal pada KUHAP tentang akibat hukum
apabila terjadi penyimpangan terhadap ketentuan — ketentuan KUHAP

khususnya dalam pemeriksaan sidang di pengadilan.

2.2. Pemerintah segera membuat Peraturan Pemerintah mengenai Bantuan
Hukum secara Cuma ~ Cuma sesuai yang diamanatkan Undang —

undang nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat.
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